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SALINAN PENETAPAN
Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Blcn

205 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HARLIANSYAH bin DUKRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
PT. KAM, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT. 001, Desa Danau
Indah, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya

disebut sebagai “Pemohon I

ERLIN binti ZAHRI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT. 001, Desa Danau Indah,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut
sebagai “Pemohonll’;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon 1l serta saksi-saksi di

muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 vyang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Blcn,
pada tanggal 06 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 02
Desember 2004 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABD. MUIS di
rumah penghulu Desa Bersujud Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
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2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama: ZAHRI
dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: AIDIL ALAMSYAH
dan AHMADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;

4, Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian
senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi
halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak
lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. M. NUR ALAMSYAH bin HARLIANSYAH umur 11 tahun 6 bulan;

2. ABDULLAH NASHIH bin HARLIANSYAH umur 3 tahun 10 bulan;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon |
dan Pemohon Il belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum
ada, maka Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan
mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya
perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cg. Majelis Hakim segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
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2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (HARLIANSYAH bin DUKRI)
dengan Pemohon Il (ERLIN binti ZAHRI) yang dilaksanakan pada tanggal
02 Desember 2004 di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan
nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK.
6310012606820002 atas nama HARLIANSYAH (Pemohon 1) yang
dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2015, bukti (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK.
6310014606870001 atas nama ERLIN (Pemohon II) yang dikeluarkan pada
tanggal 11 Februari 2013, bukti (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310011005120107 atas nama kepala
keluarga HARLIANSYAH (Pemohon 1) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29
September 2016, bukti (P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 01/SKSI-DI/I/2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Indah, Kecamatan Batulicin,
Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 03 Januari 2017, bukti (P-4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon | dan Pemohon I

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. PARDIANSYAH bin TABRI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il sebab saksi

adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah

pada tahun 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang menjadi

Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon Il, sedangkan saksinya
adalah AHMADI dan AIDIL ALAMSYAH, sedangkan maharnya adalah

berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah status Pemohon | jejaka dan Pemohon I

perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya

tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il adalah untuk mendapatkan

Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak;
2. SAIFUL MIZAN bin YUSRAN, telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il sebab saksi

adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah

pada tahun 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang menjadi

penghulu adalah H. ABD. MUIS dan yang menjadi Wali Nikah adalah
ayah kandung dari Pemohon Il bernama ZAHRI, sedangkan saksinya
adalah AHMADI dan AIDIL ALAMSYAH, sedangkan maharnya adalah

berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah status Pemohon | jejaka dan Pemohon I

perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
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hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya

tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan

Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon |

dan Pemohon Il membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-
saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan
hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak akan
menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap
termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan
ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka
perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama in
casu Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memberikan keterangan
dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena
pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari
pengadilan, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il mendudukkan dirinya

sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut
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dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai
bahwa Pemohon | dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l pada pokoknya
mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang
dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah
dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis
tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menguatkan dalil-
dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan
dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat (P-1) sampai
dengan (P-4) tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai
ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa
secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang
relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah
Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa antara
Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup dalam satu keluarga dan Pemohon |
sebagai kepala keluarganya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) diperoleh keterangan
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il di akui di tempat tinggal mereka sebagai
pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk
membuktikan tentang peristiva hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya
(terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara
hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il juga telah menghadirkan
2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan
dengan ketetuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan
keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan
ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon | dan Pemohon Il
mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut
telah memenuhi syarat materill sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah
menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon | dan
Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2004
di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama ZAHRI dan dihadiri dua
orang saksi masing-masing bernama AIDIL ALAMSYAH dan AHMADI dengan
mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar
tunai, sedangkan status Pemohon | pada saat menikah adalah jejaka dan
status Pemohon Il adalah perawan, sementara antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun

mushaharabh:;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam kesimpulannya
menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim
agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon II
dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan
dengan permohonan Pemohon | dan Pemohon II maka Pemohon | dan
Pemohon Il telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-
fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada
tanggal 02 Desember 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon I
bernama ZAHRI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama
AIDIL ALAMSYAH dan AHMADI dengan mas kawin berupa uang sebesar
Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, sesusuan maupun semenda,;

- Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak
ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon | dan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain
Pemohon Il dan Pemohon Il tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama ini tidak
pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan
pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah

terbukti pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan
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rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada
larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis
Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab
Ushul al-Fighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim
sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

A el o aZizg 3L sgis QWO azg; aids 9,6

oo leileis] e dul> o) sy

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan
itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap
adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain
(putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat
dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis yang berbunyi:

UL axdLl alsladl 1,8 Jasisg
Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “itsbat nikah yang
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-undang No. 1 Tahun 19747,
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, maka pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang telah
dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai
Pencatat nikah pada domisili Pemohon | dan Pemohon Il sekarang yakni pada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin,
Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini voluntair dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (HARLIASYAH bin DUKRI)
dengan Pemohon Il (ERLIN binti ZAHRI) yang dilaksanakan pada tanggal
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02 Desember 2004 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten
Tanah Bumbu;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa
tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal
1438 Hijriah oleh kami M. Syaefuddin, S.H.l.,, M.Sy., sebagai Ketua Majelis,
Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. sebagai hakim
anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota
tersebut dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri pula oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
ttd

M. Syaefuddin, S.H.l., M.Sy.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
ttd ttd
Rofik Samsul Hidayat, S.H. Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Muzdalifah, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
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Biaya Panggilan - Rp 300.000,-
Biaya Redaksi :Rp 5.000,-

Biaya Meterai :Rp__6.000.-
Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 31 Januari 2017
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA
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